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Tujuan dari fasilitasi perencanaan kegiatan pembangunan
infrastruktur di Desa Rawa Makmur adalah agar tersedianya
gambar rencana dan rencana anggaran biaya (RAB)
pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan kebutuhan
dan spesifikasi teknis berdasarkan Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018. Kegiatan
fasilitasi ini dibagi dalam tahapan proses, yaitu (1)
Konsolidasi awal dengan pihak desa (2) Pengumpulan data
lapangan untuk melihat kondisi existing rencana
pembangunan di desa, (3) Analisis data lapangan, (4)
Perencanaan desain gambar serta RAB. Output dari kegiatan
fasilitasi ini adalah tersedianya dokumen gambar rencana
dan perkiraan biaya (RAB) pembangunan infrastruktur desa
sesuai kebutuhan dan spesifikasi teknis berdasarkan RKP
Desa.
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The purpose of facilitating the planning of infrastructure
development activities in Rawa Makmur Village is to provide
drawings of plans and budget plans (RAB) for village
infrastructure development in accordance with the needs and
technical specifications based on the Village Development
Activity Plan for Fiscal Year 2018. This facilitation activity is
divided into stages of the process, namely (1) Initial
consolidation with the village (2) Collection of field data to see
the condition of the existing development plan in the village,
(3) Analysis of field data, (4) Planning of drawing design and
RAB. The output of this facilitation activity is the availability of
a plan drawing document and estimated cost (RAB) of village
infrastructure development according to needs and technical
specifications based on the Village RKP.

Keywords: Facilitation, drawing design, RAB

Pendahuluan

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala
kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian
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kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta

pemerataan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah
sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Prioritas penggunaan dana desa harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa, berupa : peningkatan kualitas
hidup; peningkatan kesehatan; peningkatan kesejahteraan; penanggulangan kemiskinan dan
peningkatan pelayanan publik.

Dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019, prosedur utama desa membangun adalah :

a) Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai kewenangannya dengan mengacu
kabupaten/kota;

b) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat
melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;

c) Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan
sebagai dasar penyusunan APB Desa;

d) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBD, swadaya masyarakat desa,
dan/atau APBD kabupaten/kota sesuai kebutuhan masyarakat;

e) Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan semangat
gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa;

f) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai
rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Permasalahan pemerintah desa pada pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur
secara teknis di lapangan adalah:

1. Pihak pemerintah Desa Rawa Makmur sampai saat sekarang ini belum memiliki tenaga
teknis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

2. Pemerintah desa harus mencari pihak ketiga dalam membuat desain gambar dan RAB dan
mengeluarkan uang untuk jasa pembuatan desain gambar dan RAB tersebut.

Adapun solusi yang ditawarkan kepada mitra dalam pelaksanaan pembangunan
infrastruktur desa adalah :

1. Memfasilitasi kegiatan pra desain (survei lapangan).

2. Memfasilitasi desain gambar serta RAB kegiatan pembangunan infrstruktur sesuai
kebutuhan Desa Rawa Makmur.

3. Memfasilitasi kegiatan pengawasan proses pelaksanaan di lapangan.

Metode
Tahapan fasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa adalah :

1. Konsolidasi awal dengan pihak pemerintah desa terhadap kegiatan pembangunan
infrastruktur berdasarkan RKP desa.

2. Survei ke lokasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur .

3. Dokumentasi serta wawancara dengan pihak Kepala Dusun.

4. Menyusun konsep desain gambar serta anggaran biaya pembangunan infrastruktur
desa sesuai spesifikasi teknis.

5. Rencana Anggaran Biaya mengacu pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun
2018 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu.
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6. Melakukan proses pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

( Mulai )

v

Pekerjaan persiapan

\ 4

Pengumpulan data lapangan

Menyusun konsep desain

Perencanaan & desain gambar

Menyusun perkiraan biayva RAB

\4

( Selesai )

Gambar 1. Tahapan pelaksanaan fasilitasi mitra

Hasil

dokumen rencana anggaran biaya dan rencana desain yang akan dibuat disesuaikan dengan

Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Rawa Makmur
merupakan salah satu bagian dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penyusunan

anggaran dana desa tahap 3 tahun anggaran 2018 sebesar 40% yang telah dianggarkan oleh
pemerintah pusat ke desa. Kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Rawa
Makmur berdasarkan RPS desa adalah :

Tabel 1. Rencana kegiatan fasilitasi perencanaan infrastruktur desa mitra

No

Rencana kegiatan infrastruktur

Perkiraan biaya RAB

1

Box Culvert di Jl.Persatuan RT02/RW02 Dusun 1

Rp. 20.960.000

Gedung MDTA Jl.Sepakat RT03/01 Dusun 2

Rp. 155.420.000

Drainase Beton Jl.Al-Muttagin RT03/01 Dusun 3

Rp. 44.399.000

2
3
4

Semenisasi Gg. Al-Muttaqin RT 01/RW 01 Dusun 3

Rp. 125.850.000
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Gambar 2. Konsolidasi awal dengan desa mitra

Gambar 3. Survei lokasi pembangunan infrastruktur desa

Kesimpulan

Dari kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur Desa Rawa Makmur ini dapat
disimpulkan bahwa:

1. Proses fasilitasi gambar rencana dan perkiraan biaya (rencana anggaran biaya/RAB)
pembangunan infrastruktur desa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan
spesifikasi teknis berdasarkan RKP Desa Tahun Anggaran 2018.

2. Terbangunnya pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas, berfungsi dan
bermanfaat bagi masyarakat desa.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam
penyusunan artikel jurnal ini:
1. Rektor UPP, Dekan Fakultas Teknik UPP, dan atas arahan dan bimbingan yang diberikan;
2. Pemerintah Desa Rawa Makmur atas partisipasinya dalam kegiatan fasilitasi;
3. Semua pihak yang turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.
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